' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Menimbang

BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya
risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat
pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu
dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan
melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan
pengendalian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang pada pokoknya
mengatur bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tentang Penetapan hasil Penilaian Resiko dan kegiatan

pengendalian level Aktivitas dilingkungan Komisi

jdih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN
HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022.

Menetapkan hasil penilaian risiko dan kegiatan
Pengendalian Level Aktivitas dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Hasil Penilaian Risiko dan kegiatan Pengendalian Level
Aktivitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri
dari:
a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal
sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian
risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana
Lampiran III Keputusan ini;
d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV
Keputusan ini;
e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta
Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam
Lampiran VI Keputusan ini; dan
g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi
Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII
Keputusan ini.
Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level
Aktivitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan
KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan
kegiatan Pengendalian Level Aktivitas;
Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level
Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali
disetiap tahun.
Segala biaya yang timbul dalam Segala biaya yang timbul
untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Tahun 2022.
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKR _ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
orr MONGONDOW SELATAN
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL  PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

KATEGORI

PERNYATAA

N TOPIK RISIKO POTENSI DAMPAK REFERENSI
0 RISIKO N
RISIKO
a b c d e f
I EKSTERNA
L
1 | Sosial Kurang Pelak Laporan
& Regulasi yang memahami taig :ﬁrt]i?i:rk] Penyelenggaraan Pemilu
Politik terlambat ditetapkan peraturan denganbaik | _ g. denaan 2019 dan
sesuaigeng Pemilihan 2020
regulasi
L Implementasi dalam
:(eorrr?ggkza antar Eerbedaa penegakan aturan Sda
9 tidak maksimal
pemahama
n
KPU tidak maksimal
_ _ Keterlambatan | dalam menjalankan
Birokrasi dalam kegiatan yang Sda
pengambilan berhubungan
keputusan dengan birokrasi
eksternal
Tidak Memenubhi
Pelanggaran .
Adminis%r%si Pemily syarat sebagaipeserta | Sengketa pemilu Sda
pemilu
Konflik
Pembagian Wilayah administrasi Mal administrasi Sda
kewilayahan
Relokasi Pemilih tidak Turunnya partisipasi
Pemukiman menggunakan hak pemilih di daerah Sda
Penduduk pilih tersebut
T kurangnya
. ergalrgggunyal pemahaman Laporan Penyelenggaraan
Penerapan sosial 'dn.:jerl"" SI sosia masyarakat dalam Pemilihan 2020
distancing kl ha'l dam proses tahapan
ehidupan pemiludan
bermasyarakat pilkadatahun 2024
Belum

ditetapkannya

Terciptanya opini,

Terjadi kegamangan

asumsi dan ditengah masyarakat
program tahapan wacanayang atas ketidak
dan jadwal beragam pastianpelaksanaan
pelaksanaan Pemilu dikalangan pemilu dan pilkada
dan Pilkada masyarakat tahun 2024

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel

Perkembangan RDP
Penyelenggara
Pemilu dengan DPR
dan Pemerintah di
Akhir Tahun 2021




serentak tahun 2024

Partai Politik yang
mempengaruhi
keputusan dari
KPU

KPU tidak mandiri
dalam mengambil
keputusan

Personil KPU tidak
netral dalam
mengambil
keputusan,
berpotensi
mendapatkan sanksi
kode etik

Laporan Tahunan
DKPPTahun 2019-
2021

Ekonomi

Kondisi ekonomiakibat
pandemi

Tidak adanya
dukungan
fasilitasi
anggaran dari
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Tidak berjalannya
kegiatan Non
Pemilu/Pemilihan

Laporan KPU
Kabupaten/Kota

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Hanya sebagian
kecil masyarakat
yang peduli atas
pelaksanaan
pemilu dan
pilkada tahun2024

Menurunnya
partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan pemiludan
pilkada tahun 2024

Tingkat Parmas
Pemilihan 2020
diMasaPandemi

3 | Lingkungan Berkurangnya
Daerah rawanbencana ﬁwizn);?akztetaﬁﬁttiﬂ partisipasi Laporan Pemilu 2019
datgng ke TPS masyarakat dan Pemilihan 2020
pengguna hak
pilih
Keterlambata
Letak geografis ndistribusi logistik Tertundanya Sda
untuk daerah pelaksanaan
kepulauan pemungutan
suara
Daerah padatpenduduk| Ganggua Terganggunya Sda
n tahapanpemilihan
kamtibmas
Akan semakin .
Penggunaan banyak pohon- Potensi bencana alam
LogistikPemilu pohon yang dan menghambat
danPemilihan Tahun | digunakan dalam Tahapan Pemilu dan | gqq
2024 |Og|S|tlk pemilu Pemilihan Tahun
dan pemilihan 2024
tahun 2024
4 | Keuangan Anggaran
yangdisetujui Pencermatan dan
tidak sesuai optimalisasi Sda
dengan ing_garan
. perencanaa eglatan
Anggaran Pemilihan nkebutuhan
Berkurangnya volume
sejumlah kegiatan
Keterbatasan misalnya sosialisasi Sda
anggaran danrakordengan
pihak stakeholder
. . i} . tidak
Mekanisme Revisi Kebijakan yangsering maksimalnya Sda
Anggaran berubah pelaksanaan
tahapan
5 |IT& Terhambatnya
Infrastruktur Jaringan Internet Ganggua Penerimaan dan Sda
n pengiriman informasi
jaringan
Terlambatnya
Terjadinya penyampaian
Keamanan Cyber gangguan akses informasi ke Materi Webinar
teknologi masyarakat Keamanan Cyber
informasi melaluijaringan IT
I | INTERNAL
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Strategik

Pelaksanaan
Tahapan Pemilu
danPemilihan
Tahun 2024

Belum ada
kepastian jadwal,
tahapan,
programdan
tahapan
pelaksanaan
Pemilu dan
Pilkada 2024

Dis-informasi terkait
jadwal, program
dantahapan
pelaksanaan
Pemiludan Pemilihan
2024

Perkembangandiskursus
media

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Personil Tidak meratanya
kekurangan personil distribusi pegawaidi Beban kerja Analisis SDM
tiap-tiap sub bertambah
bagian ’
Kemampuan . ;oer?gte;en& “dzki Produktifitas pegawai Evaluasi SDM
atauKompetensi . menurun
Personi semuabagian
turunnya Kinerja
Koordinasi dan Koordinasi  tidak Pegawai dan
Komunikasi antara berjalan dengan pelaksanaan Hasil FGD internal
Pimpinan dan baik kegiatan tidak
Staf maksimal
Proses Perubahan
tahapan, program
dan Jadwal Persiapan dan Laporan Pemilu 2019
dalamPemilu pelaksanaan dan Pemilihan 2020
dan Pemilihan yang kurang
Tahun2024 maksimal
Kegiatan Tahapan
dalam Pemilu
danPemilihan :
mengakibatkan
Tahun 2024 Regulasi Legitimasi suatu
Teknis keputusan Sda
terlambat yan
ditetapkan gtidak efektif
Tidak adanya
Dasar Anggaran Asuransibagi
Hukum badan Adhoc Sda
Asuransi Badan
aAdhoc
IT dan keamanan serveryan Terhambatnya . .
Infrastuktur Sarana danPrasarana kurang memaéaig proses y Materi Webinar
digitalisasidata Keamanan Cyber
Keuangan Berpotensi terjadinya
gugatan/sengketa Laporan Pemilu 2019
Kurang maksimal Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan 2020
Keterbatasa dalam
n Anggaran memfasilitasi :
Pemilu Tahun pelaksanaan Bisa mengganggu
2024 tahapan Pemilu Partisipasi
Tahun 2024 Masyarakat dalam Sda
memilih dalam
Pemilu Tahun
2024
Informasi Kurangnya
Informasi dan
Pemberitaan
terkait dengan Terhambatnya
Media Sosial, Tahapan, informasi ke Sda
mediaonline Program dan masyaraka
Jadwal dalam t
Pemilu dan
Pemilihan
Tahun2024
meniormag, | Masyarakat sering
Misinformasi, Hoaks dan menerima_informasi Sda

hoaks di media
sosial dan Media
Online

yang berbeda atau
tidak sesuai fakta

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




Keterangan:

1. Kolom (a) diisi nomor urut.

2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.

3.Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah
adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.

4.Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di
kolom (c).

5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d

6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMIS] PEMILIHAN UMUM
:-E:ji""\ BOLAA MONGONDOW SELATAN
SepalaSiit Bagian Hukl,{m dan SDM,

: TANL

SutianyBahende
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL  PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

I/'EVEL Kerﬁ&ggﬂﬁlan Definisi Kriteria Kemungkinan
SKALA
1 Sangat Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal;
Kecil/Jarang Probabilitas0-20%
2 Kemungkinan Kecil | Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
Kemungkinan . .
3 Sedang/ Moderat Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
. Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan;
4 gg;nal:ngklnan Probabilitas
61%-80%
5 Hampir Pasti Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%
B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO
ASPE
LEVEL Kriteria K
! Dampak Pencapaian . . Kerusakan Keselamat-
SKALA Sasapran Finansial Lingkungan an Kerja Hukum
Tidak
bedampak Tidak Polusi Tidak
1 Tidak pada ada ringan/Tidak Tidak ada ada
Signifikan pencapaian Kerugian | ada dampak cidera dampak
sasaran financial lingkungan hukum
secara
umum
Menggangg . Dampak
u Kerugia Polusi Perlu hukum
2 Kecil pencapaian o n sig};\ai:‘?lgan/ pertolongan kecil
sasaran financial Dambak pertama (Sanksi
meskipun kecil Iingkurl?gan peringata
signifika )
n
Menggangg . Dampak
Polusi Hukum
v Kerugia yang Perlu Sedang
3 Sedan pencapaian n serius/ penangana | (Peringata
g Sseabs?ﬁ:nn financial Dampak nmedis n Keras/
cocara sedang lingkungan Pidana
signifikan sedang fingan)

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




Sebagian
sasaran
tidaktercapai

Kerugia
n
financial
besar

Kejadian
lingkungan
besar

Cidera

yg
meluas

Dampak
hukum
besar
(Pemberh
entian
dari
jabatan/
PSU/kuru
ngan
badan)

Seluruh
sasaran
tidaktercapai

Kerugia
n
financial
sangat
besar

Kejadian
lingkunga
nyang
dahsyat/
Katastrofi
k

kematian

Dampak
hukum
sangat

besar
(Pemberh
entian
tetap/anc
aman
pidana
lebih dari
5 tahun)

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

Rang Warna Level Risiko Tindakan yang diambil

Diperlukan tindakan segera
13-25 RA 4 Ekstrim untuk mengelola risiko
(Unacceptable)

9-12 ORA 3 Tinggi Diperlukan tindakan untuk
mengelola risiko (Issue)
Diambil tindakan jika

6-8 KUNING 2 sedang tersedia sumberdaya
(Supliementary Issue)

Tidak diperlukan tindakan
(Acceptable)
Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapatditerimadan

1-5 1 rendah

dapat diterima adalah sebagai berikut:

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




-1-

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN

KPU  KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN  HASIL

RISIKO DAN

PENILAIAN
KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS

DI LINGKUNGAN

KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

Unit Pemilik Risiko

: Sekretariat KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONODW SELATAN

Periode Penerapan

12022

No Program/ Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Permasalahan
Kegiata (IKK)
n
1 2 3 4 5
I PROGRA Terlaksananya fasilitasi Persentase fasilitasi Kegiatan kerjasama
M lembaga riset kepemiluan kerjasama KPU risetkepemiluan di
DUKUNGA danoperasionalisasinya Kab/Kotadengan tingkat KPUKab/Kota
N lembaga riset belum terprogram
MANAJEME kepemiluan
N Meningkatnya kapasitas Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai belum
SDMyang berkompeten kompetensi pegawai sepenuhnya sesuai dengan
terhadap standar kompetensi penugasannya
kompetensi
penugasannya
Terwujudnya dukungan Persentase tersedianya Sarana dan
saranadan prasarana sarana dan prasarana prasarana kebutuhan
guna meningkatkan untukmemenuhi kerja pegawaitidak
kelancaran tugas KPU kebutuhan kerja semuanya
Kab/Kota pegawai yang berfungsi berfungsidengan baik
dengan baik
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Evaluasi atas Nilai akuntabilitas Kinerja
Keuangan dan Kinerja KPU Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota belum
Kab/Kota KPUKab/Kota dan KPU merata
Kabupaten/Kota
Persentase Opini BPK Masih ada temuan
AtasLaporan Keuangan berdasarkan LHP BPK
KPU Kab/Kota terhadap LK maupun
hasilaudit kinerja
Nilai Evaluasi atas Nilai evaluasi
Pelaksanaan Reformasi reformasibirokrasi
Birokrasi KPU masih belum sesuai
Kab/Kota harapan
Terwujudnya Persentase Pemutakhirkan Masih ada KPU
Data Data Pemilih Tepat Kabupaten/Kota yang tidak
Pemilihsecara Waktu tepat waktu
Berkelanjutan melaksanakanprogram
pemutahiran datapemilih
1.1| Pelaksanaan Terwujudnya kerjasama Jumlah Fasilitasi Tidak adanya kerjasama

Perencanaan
Organisas
i

dengan lembaga
penyelenggara Pemilu baik di
dalam maupun di luar
neger

KerjasamaDengan
Instansi Terkait Dalam
Rangka Penguatan
Kelembagaan Demokrasi

dengan instansi terkait
dalamrangka
penguatan
kelembagaan
demokrasi

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




-2 -

Terwujudnya rencana kerja

dan anggaran
KPUKab/Kota

yang efektif dan efisien

Jumlah revisi yang
dilakukan terhadap
rencanakerja yang telah
ditetapkan

Tidak terlaksananya
revisiterhadap rencana
kerja dananggaran

Terwujudnya sistem
administrasi penyelenggaraan
Pemilu yang tertib, efektif
danefisien

Persentase laporan
monitoring dan
evaluasiyang
akuntabel dan
tepatwaktu

Laporan monev program dan
anggaran masih kurang
akuntabel dan tidak
tepatwaktu

Persentase target
kinerjaKPU Kab/Kota
dan KPU
Kabupaten/Kota yang
tercapai sesuai dengan
perjanjian kinerja

Masih ada komponen
penilaian kinerja atau
targetkinerja yang tidak
tercapai sesuai
perjanjiankinerja

1.2

Pembinaan
Sumber Daya
Manusia
dan
Pelayanan
Administras
i

Meningkatnya tertib
administrasi dan pengelolaan
sumber daya manusia

Persentase pegawai yang
mendapatkan layanan
kepegawaian secara
tepat

waktu dan akurat

Masih adanya pegawai yang
terlambat mendapatkan
pelayanan kepegawaian
dan

layanan kepegawaian
yangtidak akurat

Persentase Penegakkan
Disiplin Pegawai

Penegakan disiplin pegawai
tidak dilaksanakan

Terlaksananya Layanan
Pengadaan Pegawai secara

Transparan dan Akuntabel

Persentase Pegawal yang
Terseleksi Secara

Transparan
danAkuntabel

Seleksi pegawai tidak
terlaksana secara
transparandan akuntabel

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Persentase Pegawai Seleksi Pegawai Pemerintah
Pemerintah Non Non Pegawai Negeri
Pegawai Negeri (PPNPN) belum sesuai
(PPNPN) yang Peraturan Perundang-
diseleksi melalui Undangan
Peraturan
PerundangUndangan
Terlaksananya Fasilitasi Persentase Anggota KPU Seleksi anggota KPU
Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota tidak sesuai
Kabupaten/ Kota Sesuai diseleksi sesuai dengan periode masa
Peraturan Perundang- denganperiode masa jabatan (terlambat)
Undangan yang Berlaku jabatan
Persentase Fasilitasi Proses PAW Anggota KPU
Jumlah Anggota Kab/Kota tidak sesuai
KPUKab/Kota dengan periode masa
yang jabatan PAW
dilakukanpenggantian
antarwaktu yang
diseleksi sesuai
dengan periode
masajabatan dan
PAW
Tersedianya data dan Persentase Pegawai Tidak semua
informasi kepegawaian yang Tercatat secara pegawai datanya
akuratdalam Data tercatat secaraakurat
Base Kepegawaian dalam data
berbasisteknologi basekepegawaian
informasi berbasis
teknologi informasi
Tersedianya Pedoman Bidang Jumlah Tidak adanya rancangan
Kepegawaian Rancangan kebijakan (SOP) di bidang
Kebijakan Bidang kepegawaian
Kepegawaian
Tersedianya Jabatan Persentase Pengisian Jabatan fungsional
Fungsional Penata Kelola Formasi Jabatan tatakelolapemilu tidak
Pemilu (JF PKP) sesuai Fungsional Tata Kelola terisi
peraturan Pemilu (JF PKP)
perundangundanganyang
berlaku
Pembentukan Evaluasi Persentase badan Badan adhoc
BadanPenyelenggara adhocyang dibentuk terlambatdibentuk
Adhok dan di evaluasi
1.3| Pelaksanaa Meningkatnya penyelesaian Persentase penyelesaian Pertanggungjawaba
n pertanggungjawaban pertanggungjawaban n keuangan belum
Pengelolaa penggunaan anggaran penggunaan anggaran sesuaiketentuan
n Keuangan sesuaiketentuan sesuai ketentuan oleh
dan Barang KPUKab/Kota
Milik Negara Terlaksananya Jumlah laporan Laporan sistem akuntasi
sistemakuntansi sistemakuntansi danpelaporan keuangan
dan dan tidak tepat waktu
pelaporankeuangan pelaporankeuanga
nyang
diselesaikan tepat waktu
oleh KPU Kab/Kota
Tersusunnya laporan Jumlah Laporan Laporan
pertanggungjawaba Pertanggungjawaban Pertanggungjawaba
npenggunaan Penggunaan npenggunaan
anggaran Anggaran berbasis anggaran
aplikasi yang Tepat
Waktu dan Valid
Terwujudnya Pengelolaan Persentase Barang Milik BMN belum dikelolah sesuai
Barang Milik Negara Negara (BMN) yang dikelola dengan perundang-
sesuaidengan Peraturan KPU Kab/Kota sesuai undangan
dan Perundangan yang dengan peraturan
berlaku perundang-undangan yang
berlaku
1.4| Penyelenggaraan| Meningkatnya Kualitas Tata Jumlah rancangan Belum tersusunnya
Operasional dan Kelola Administrasi Persuratan Keputusan rancangan keputusan
Dukungan dan Pengelolaan Arsip KPU KPUKab/Kota tentang
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Kab/Kotatentang
kearsipan

yangtelah
disusun

kearsipan

Sarana Prasarana
Kantor

Persentase arsip yang
dikelola sesuai jadwal
retensi arsip (JRA)
oleh KPU Kab/Kota

Arsip yang dikelola belum

sesuai dengan jadwal
retensiarsip (JRA)
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Terwujudnya dukungan
Sarana dan Prasarana
gunameningkatkan
kelancaran tugas KPU
Kab/Kota

Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja
satkerKPU Kab/Kota
yang berfungsi dengan
baik

Sarana transportasi
tidakberfungsi dengan
baik untukmendukung
kinerjaSatker KPU
Kab/Kota

Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
SatkerKPU Kab/Kota
yang berfungsi dengan
Baik

Fasilitas kantor tidak
berfungsi dengan
baik

Persentase Gedung dan
Gudang KPU Kab/Kota
yangberfungsi dengan baik

Gedung dan gudang KPU
Kab/Kota tidak berfungsi
dengan baik

Meningkatnya Kualitas
Layanan Persidangan dan
Protokol

Persentase Hasil
Notulensi/Dokumentasi
Rapat Pleno rutin yang
diselesaikan paling lambat
2

hari kerja oleh KPU

Notulensi dan dokumentasi
Rapat Pleno Rutin
tidak diselesaikan tepat
waktu

Kab/Kota
Terwujudnya Keamanan dan Persentase Gangguan keamanan
Ketertiban di lingkungan gangguan tidakdapat

KPUKab/Kota

keamanan dalam
lingkungan KPU
Kab/Kota

yang dapat ditanggulangi

ditanggulangi

1.5| Pemeriksaan dan Terwujudnya penyelenggaraan | Persentase Pengaduan masyarakat
Pengawasan pemerintahan yang bersih dan | pengaduan tidakditindaklanjuti
Internal berwibawa (clean governance) | masyarakat yang
ditindaklanjuti KPU
Kab/Kota
Meningkatnya manfaat Persentase penyelesaian Rekomendasi BPK,
hasilpengawasan BPK, BPKP rekomendasi BPK, BPKPdan APIP tidak
dan APIP KPU dalam BPKPdan APIP yang ditindaklanijuti
pencapaiantujuan KPU ditindaklanjuti KPU
Kab/Kota Kab/Kota
Persentase KPU KPU Kabupaten/Kota tidak
Kabupaten/Kota yang tepat waktu menyampaikan
mengisi dan kartu kendali SPIP
menyampaikankartu
kendali SPIP secara
lengkap dan tepat
waktu
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Nilai akuntabilitas kinerja
akuntabilitaskinerja di Kinerja(SAKIP) KPU (SAKIP)  tidak sesuai
lingkungan KPU Kab/Kota target peningkatan
Kab/Kota
1.6| Penyelenggara- Peningkatan kompetensi SDM Persentase Pegawai Belum semua pegawai

an Pendidikan,
Pelatihan serta
Penelitian dan
Pengembanga
n

KPU Kab/Kota

yang Telah Mengikuti
Pendidikandan
Pelatihan dalam
Rangka Peningkatan
Kompetensi SDM

mengikuti diklat
peningkatankompetensi
SDM

Jumlah PNS KPU
Kab/Kotayang lulus S2
Program Studi Tata
Kelola Pemilu maupun
program studi Prioritas
KPU lainnya (IT,
Akuntansi, Hukum)
sesuai

jadwal

PNS yang mengikuti program
studi tata kelola pemilu dan
program studi prioritas
lainnya (IT, Akuntansi dan
Hukum) tidak selesai
sesuaijadwal

Terwujudnya Kajian Litbang,
Riset dan Jurnal
Kepemiluan

Jumlah kajian dalam
rangkaReformasi Birokrasi

Tidak adanya kajian
internaldalam rangka
Reformasi Birokrasi
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Jumlah Dokumen Riset
danJurnal Kepemiluan

Riset dan jurnal
kepemiluantidak
ada
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No Program/ Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Permasalahan
Kegiatan (IKK)
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Terlaksananya penetapan Persentase Rancangan Keputusan KPU
PENYELENG Keputusan KPU Keputusan KPU Kab/Kota disusun tidak
GA- RAAN Kab/Kotasesuai dengan Kab/Kotayang disusun tepat waktu sesuai SOP
PEMILU ketentuan peraturan dan ditetapkan tepat
DALAM perundang- waktu sesuai dengan
PROSES undangan, serta KerangkaRegulasi
KONSOLIDA pendokumentasian KPU
Sl informasi
DEMOKRASI hukum, dan penyuluhannya
Terwujudnya Dukungan Persentase Satker KPU Satker KPU
Logistik dalam Kabupaten/ Kota yang Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan menyediakan logistik menyediakan logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan di TPS pemilu/pemilihan di TPS tidak
secara tepat sasaran, tepat sasaran, tepat
tepatjumlah, tepat jumlah,tepat jenis, tepat
jenis, mutu dan tepat waktu
tepatmutu, dan
tepatwaktu
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Persentase Tahapan
Pemilihan Sesuai Jadwal penyelenggaraaan Pemilu/ pemilu/pemilihan
Pemilihan sesuai dengan dilaksanakan tidak sesuai
jadwal jadwal
2.1| Penyusunan Tersusunnya Keputusan KPU Persentase Keputusan KPU| Keputusan KPU Kab/Kota
Peraturan Kab/Kota dan Keputusan Kab/Kota yang disusun disusun tidak sesuai
Perundang KPU Kabupaten/ Kota sesuai | dansesuai dengan dengankerangka
- kerangka regulasi
undangan dengan kerangka regulasi regulasi KPU
KPU
Terlaksananya pengelolaan Persentase produk hukum Produk hukum tidak
dan pelayanan informasi yang dikelola, dikelolah,
hukum didokumentasikan didokumentasikandan
dandisajikan sesuai disajikan sesuai SOP
SOP
2.2| Pelaksanaan Terlaksananya penyelesaian Prosentase penurunan masih didapati
Dukungan sengketa dan Jumlah sengketa adanyasengketa
Bantuan Hukum pelayanan hukum dalam perkara hukum
pertimbangan hukum perselisihan di Bawaslu,
Peradilan
Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, dan
Mahkamah Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU Kab/Kota|
Persentase sengketa Sengketa hukum tidak
hukum yang dimenangkan dimenangkan KPU
KPU Kab/Kota Kab/Kota
2.3| Pelaksanaan Terwujudnya Persentase Satker KPU Satker KPU Kab/Kota dan

Teknis
Pemilu/Pemilihan
dan PAW

Penyelenggaraan Pemilu
/Pemilihan Sesuai
Jadwal

Kab/Kota dan KPU
Kabupaten/Kota yang
menetapkan jadwal tahapan
dan petunjuk teknis
Penyelenggaraan Pemilu/
Pemilihan sesuai dengan
jadwal oleh KPU

KPU Kabupaten/Kota
yangmenetapkan jadwal
tahapan dan petunjuk
teknis
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan tidak
sesuai dengan jadwal oleh
KPU

Persentase KPU
kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data
wilayah/pemetaan dan
penetapan Daerah
Pemilihan untuk
PemiluTahun 2024

KPU Kabupaten/Kota belum
memutakhirkan data
wilayah/pemetaan dan
penetapan Daerah
Pemilihanuntuk Pemilu
2024

Terlaksananya layanan
administrasi PAW tepat
waktudan sesuai

Persentase proses PAW
anggota DPRD
Kab/Kota

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel

Proses PAW anggota DPRD
Kab/Kota tidak dapat
diselesaikan dalam
waktu




-8 -

aturan yang dapat diselesaikan Shari kerja

dalam waktu 5 hari

kerja
Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta Calon peserta Pemilu
PesertaPemilu Pemilu yang tidakdapat difasilitasi

dapatdifasilitasi
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Terwujudnya Rancangan Jumlah Rancangan Tidak adanya Rancangan
Pedoman Desain dan Pedoman Desain dan Pedoman Desain dan
Template Kebutuhan Template Kebutuhan Template Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan Guna Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan Guna
Mendukung Tata Kelola GunaMendukung Tata Mendukung tata Kelola
KPU KelolakPU KPU
Tersedianya pedoman Jumlah dokumen SOP, Tidak adanya dokumen SOP
ataupetunjuk teknis pedoman atau petunjuk pedoman atau petunjuk
verifikasi partaipolitik teknis Verifikasi Partai teknis Verifikasi Partai
dan/atau anggota Politik dan/atau syarat Politikdan/atau syarat
perorangan dukungan Calon dukungan Calon
perseorangan yang perseorangan yang
disusunsesuai dengan disusunsesuai dengan
tahapan tahapan
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan
2.4| Fasilitasi Pengelolaan Rumah Jumlah/Terbentuknya Pusal KPU Kab/Kota tidak
Pelatihan PintarPemilu Pendidikan Pemilih di KPY membentuk Pusat Pendidikan
Masyarakat Kab/Kota dan KPU Kab/Kotg Pemilih
dan
Penyelenggaraan Jumlah KPU Rumah Pintar Pemilu
Hubunge|1(n Kabupaten/Kota yang tidakdilakukan digitalisasi
Masyarakat melaksanakan Digitalisasi
Rumah Pintar Pemilu
(RPP)
Pendidikan Pemilih Kepada Jumlah kegiatan Tidak semua kegiatan
Masyarakat Umum "Pendidikan Pemilih pendidikan pemilih
Kepemiluan dan kepemiluan dan
Demokrasi" untuk demokrasiuntuk
masyarakat umum masyrakat umum
yangdilaksanakan yangterlaksana
oleh KPUKab/Kota
Meningkatnya kualitas layanan | Persentase Tidak semua
informasi dan data yang cepat | Permohonan informasi permohonan informasi
serta akurat yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjutiPPID
melalui PPIDsesuai sesuaiSOP
dengan SOP
Persentase informasi dan tidak semua informasi dan
publikasi tahapan dan non | publikasi tahapan dan
tahapan Pemilu/Pemilihan non
yang dimuat di laman tahapan Pemilu/Pemilihan
atau dimuat di laman atau
media
media  sosial KPU | sosial KPU Kab/Kota
Kab/Kota serta media | serta media massa.
massa.
2.5| Pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi Persentase KPU KPU Kabupaten/Kota
Pengelolaan pengelolaan data Kabupaten/Kota yang mengalami permasalahan
Logistik kebutuhan,pengadaan, menyelenggarakan anggaran dalam pemenuhan
pendistribusian, serta Pemilu/Pemilihan tanpa kebutuhan logistik
ada
pemeliharaan dan permasalahan anggaran
inventarisasi logistik dalam pemenuhan
Pemilu/pemilihan kebutuhan logistik
Persentase KPU KPU Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota yang Terdapat kasus oleh KPU
mengadakan logistik Kabuaten/Kota dalam logistik
Pemilu/Pemilihan dengan Pemilu/Pemilihan yangmana
tanpa ada kasus kasus tersebut
terhadapproses mengakibatkan kerugian
pengadaan yang negara atau pemborosan
mengakibatkan kerugian uang negara
negara atau pemborosan
uang negara
Persentase KPU Kab/Kota | KPU Kab/Kota
yang mendistribusian mendistribusian logistik
logistik Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan tidak tepat
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tepat jenis,
jumlahdanwaktu

jenis, jumlah dan waktu

Persentase KPU
Kab/Kotayang
memelihara dan
menginventarisir logistik
Pemilu/ Pemilihan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

KPU Kab/Kota yang
memelihara dan
menginventarisir logistik
Pemilu/ Pemilihan tidak
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
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Persentase KPU
Kabupaten/Kota yang
melakukan
penyusunanLaporan
dan
DokumentasiLogisti
kPemilu

KPU Kabupaten/Kota
tidakmelakukan
penyusunan Laporan
dan
DokumentasiLogistik
Pemilu

Ketersediaan Logistik Pemilu

Persentase penyediaan
logistik Pemilu secara tepat
jenis, tepat jumlah, tepat
mutu, dan tepat waktu

Penyediaan logistik
Pemilutidak secara
tepat jenis, tepatjumlah,
tepat mutu,

dan tepatwaktu

2.6

Pengelolaan
Data, Teknologi
dan Informasi

Tersedianya data, informasi,
sarana dan prasarana
teknologi informasi serta
penerapan e-government
KPU

Persentase pelaksanaan
Pemutakhiran data pemilih
secara berkelanjutan

Program Pemutakhiran data
pemilih secara berkelanjutan
belum Maksimal

Persentase Sarana
dan Prasarana
Teknologi Informasi
untuk SistemInformasi
yang aman, handal
dan lancar

Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi untuk
Sistem Informasi tidak

aman,handal dan lancar

Persentase Aplikasi KPU
yang diterapkan secara
terintegrasi di KPU Kota

Aplikasi KPU belum
terintegrasi di KPU
Kota

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI
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Unit Pemilik Risiko :

Periode Penerapan :

Persentase
fasilitasi

kerjasama
KPU
Kab/Kota

riset
kepemiluan

denganlembaga

Sekretariat KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONODW SELATAN

2022

Kegiatan
kerjasama
riset
kepemiluan di
tingkat KPU
Kab/Kota
belum

terprogram

Tidak adanya
anggaran
untukprogram
riset
kepemiluan di
tingkat KPU
Kab/Kota

Kabag
TPP
Partisipasi

Hukum,Hup
mas dan
SDM/
Kasubag
Hkdan
SDM

-1-

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO / INDIKATOR RISIKO

Anggaran di
masa Covid
yang
terbatas

internal | C Sasara KPU Melaksanakan | Tidak adanya

nkinerja Kab/Kota riset mandiri anggaran

tidak Sulut serta membuka untukprogram

tercapai ruang riset
kerjasama kepemiluan di
dengan tingkat KPU
lembaga Kab/Kota
lainnya

Keuangan
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Persentase
kesesuaian
kompetensi
pegawai
terhadap
standar
kompetensi
penugasannya

Kompetensi
pegawali
belum
sepenuhnya
sesuai dengan
kompetensi
penugasanny
a

Pengetahuan
terkaithidang

penugasan masih

belum merata

sda

Belum semua
pegawai
mengikuti
Bimtek/Dikla
tterkait
penugasannya
,adanya
perkembanga
nkebutuhan
kompetensi
teknis seiring
dengan
perkembanga
nteknologi
informasi serta
adanya mutasi
ke bagian
lainnya

internal

Kinerja
pegawa
itidak
optimal

KPU
Kab/Kota
Sulut

Melaksanakan/
mengikutsertaka
n pegawai
dalam
Bimtek/Diklat
teknis terkait
bidang
penugasanny
a

Pengetahuan
terkaitbidang

penugasan masih

belum merata

Operasional
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Persentase Sarana Pemeliharaan Kabag 1) Tidak internal Kinerja KPU Melaksanakan | Pemeliharaan Operasional
tersediany dan sarana dan KUL/Kasuba adanya pegawa Kab/Kota pemeliharaan sarana dan
asarana prasarana prasarana g Umum dokumen itidak Sulut sarana dan prasarana
dan kebutuhan kebutuhan kerja SOP optimal prasarana kebutuhan kerja
prasarana kerja pegawai tidak mekanisme sesuailaporan pegawai tidak
untuk pegawai konsisten pemeliharaan dan konsisten
memenuhi tidak dilakukan sarana dan ketersediaan dilakukan
kebutuhan semuanya prasarana; 2) anggaran
kerjapegawai berfungsi Keterbatasan
yang dengan anggaran
berfungsi baik
dengan
baik
Nilai Nilai Target kinerja Kabag Tidak internal Target KPU Melaksanaka Target kinerja strategis
Evaluasiata akuntabilitas | dalamRenstra TPP adanya kinerja Kab/Kot | n dalam Renstra
S Kinerja KPU tidak dipahami Partisipasi, sosialisasi/Intern tidak a penandatangana tidakdipahami
Akuntabilita Kabupaten/Ko | secara H alisasi tercapai Sulu n Perjanjian secara
sKinerja ta belum menyeluruh, dan ukum,Hupm Renstra tdan Kinerja menyeluruh,dan
KPU merata Perjanjian Kinerja as dan termasuk Kabupat Perjanjian
Kab/Kota hanya sekedar SDM/ indikator- en/Kota Kinerja hanya
dan KPU ditandatangani Kasubag indikator sekedar
Kabupaten/Kota tanpa adanya Hkdan kinerja baik ditandatangani
evaluasi berkala SDM Indikator tanpa adanya
terhadap upaya Kinerja evaluasi berkala
mencapai sasaran Utama(IKU) terhadap upaya
kinerja. Key mencapai
Performance sasaran kinerja.
Indicator
maupun
Indikator
KinerjaKegiatan
(IKK)
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Persentase
Opini BPK
AtasLaporan
Keuangan
KPU
Kab/Kota

Masih ada
temuan
berdasarka
nLHP BPK
terhadap
LKmaupun
hasilaudit
kinerja

Masih ada
ketidakpatuhan
terhadap
mekanisme
pengelolaan
dan
pertanggungjawaba
n keuangan

Kabag
KUL/Kasuba

g
Keuangan

1) internal | C
Kesalahpaham
an terhadap
regulasi
keuangan 2)
Tidak adanya
SOP
pengelolaan
keuangan 3)
Kartu kendali
keuangan
belumterlalu
detail

Adanya
Tuntutan
Ganti
Rugi dan
sanksi
administrati
f

KPU
Kab/Kota
Sulut

1) Mengisi dan
membahas
kartukendali 2)
Koordinasi dan
pendampingan
APIP

Masih ada
ketidakpatuhan
terhadap
mekanisme
pengelolaan dan
pertanggungjawaba
n keuangan

Keuangan
dan
Kepatuhan
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Nilai Evaluasi Nilai 8 area perubahan Kabag Internalisasi, internal Rendahny | KPU 1) Membentuk 8 area perubahan Kepatuhan
atas evaluasi dan komponen Rendatin/ Perencanaan a Kab/Kota Tim Reformasi dan komponen
Pelaksanaa reformasi penilaian dalam Kasubag ,Koordinasi Pencapaia | Sulut Birokrasi 2) penilaian dalam
nReformasi birokrasi evaluasi Reformasi Perencanaan | danEvaluasi nnilai Sosialisasi RB evaluasi
Birokrasi masihbelum Birokrasi belum pelaksanaan evaluasiata kepada KPU Reformasi
KPU sesuai dilaksanakan program S Kabupaten/Kota Birokrasi belum
Kab/Kota harapan secarakonsisten reformasi Pelaksanaa dilaksanakan
dan merata birokrasi tidak n secara konsisten
berjalan Reformasi dan merata
secara Birokrasi
kontinyu
Persentase Masih Manajemen program Kabag 1) SDM internal Pelaksanaa | KPU 1) Bimtek Manajemen Kepatuhan
Pemutakhirkan adakKPU tahapan Rendatin/Ka | PPDP, PPS ntahapan Kab/Kota Pemutakhiran program
Data Pemilih Kabupaten/Ko | pemutakhiran subag dan PPK tidak tepat Sulut Data Pemilih; tahapan
Tepat Waktu ta yang tidak | pemilih tidak Datadan yang tidak waktu 2)Koordinasi pemutakhiran
tepat waktu berjalan dengan Informasi melaksanaka berpotensi dengan pihak pemilih tidak
melaksanaka baik ntugas adanya terkait berjalan dengan
nprogram sesuai sanksi baik
pemutahiran kerangka administrati
data pemilih waktu; fdan etik
2) Adanya
masalah
yang tidak
dapat
diselesaikan
oleh PPDP,
PPSdan PPK
Jumlah Tidak adanya Inisiatif Kabag Tidak dilakukan | internal KPU KPU 1) MoU/PKS Inisiatif Reputasi
Fasilitasi kerjasama kerjasamadengan Rendatin/Ka | inventarisasi Kab/Kota Kab/Kota dengan instansi kerjasamadengan
Kerjasama dengan instansi terkait subag danpemetaan dianggap Sulut terkait instansi terkait
Dengan instansi rendah Perencanaa terhadap eksklusif meskipunmasih rendah
Instansi Terkait terkaitdalam n instansi mana dan terbatas
Dalam rangka saja yang program
Rangka penguatan perlu penguatan
Penguatan kelembagaa dilakukan kelembaga
Kelembagaa ndemokrasi kerjasama an tidak
n Demokrasi berjalan
dengan
baik

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




9 | Jumlah revisi Tidak Satker hanya sda Tidak internal | C Kinerja KPU Revisi anggaran | Satker hanya keuangan
yang terlaksanany berharap revisi dilakukan kegiatan Kab/Kota berharap revisi
dilakukan arevisi tingkat eselon evaluasi tidak Sulut tingkat eselon
terhadap terhadap I/KPURI dan tidak terhadap didukung I/KPU RI dan
rencana rencana kerja memaksimalka realisasi dengan tidak
kerjayang dan nkewenangan anggaran anggaran memaksimalka
telah anggaran revisi oleh dan ; nkewenangan
ditetapkan Satker/KPA kebutihan Penyerapan revisi oleh

anggaran anggaran Satker/KPA
untukkinerja lemah

kegiatan

lainnya

10 | Persentase Laporan KPU sda Tidak internal | C Evaluasi KPU KPU KPU Kabupaten Keuangan
laporan monev Kabupaten diprogramkanny pencapaian | Kab/Ko Kab/Kota Kota belum
monitoring program dan Kota belum a pelaporan sasaran ta Sulut mengingatkan konsisten
danevaluasi anggaran konsisten monev program program dan dan KPU menyusun dan
yang masih kurang menyusundan anggaran dalam anggaran KPURI Kabupaten/Kota melaporkan laporan
akuntabel akuntabel melaporkan RPR sehingga tidak tentang jadwal monev program dan
dantepat dantidak laporan mekanisme terlaksana penyampaian anggaran
waktu tepat waktu monev kontrol atau secara laporan

program dan mengingatka menyeluruh
anggaran nterkait waktu

pelaporan

tidakberjalan

11 | Persentase Masih ada Sasaran sda Tidak adanya |internal | C | Target KPU Menyusu Sasaran kinerja Kebijakan
target kinerja komponen kinerja tidak sosialisasi dan kinerja Kab/Ko n tidak
KPU Kab/Kota | penilaian tersosialisasi pembahasan tidak ta dan | Perjanjian tersosialisasi
dan KPU kinerja atau dengan baik sasaran tercapai KPURI Kinerja dengan baik
Kabupaten/Kota target kinerja sehingga kinerjadan sehingga
yang tercapai yang tidak kegiatanuntuk perjanjian kegiatanuntuk
sesuai tercapai mencapai kinerja serta mencapai
dengan sesuai indikator kinerja evaluasi indikator kinerja
perjanjian perjanjian yang ditetapkan secara yang ditetapkan
kinerja kinerja tidak maksimal berkala tidak maksimal

terhadap
capaian
kinerja

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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12 | Persentase Masih Pelayanan Kabag Tidak adanya |internal Pelayana Pegawa | Kartu Pelayanan Operasional
pegawai yang adanya kepegawaian tidak TPP, SOP n i kendali kepegawaian
mendapatka pegawai sesuai Partisipasi pelayanan kepegawai sekretaria kepegawaian tidaksesuai
nlayanan yang mekanismedan ,Hukum, kepegawaia an tKPU mekanismedan
kepegawaian terlambat standar Humas dan nyang terlambat Kab/Kota standar
secara tepat mendapatka layanan SDM/ menjadi dan tidak layanan
waktu dan npelayanan Kasuba panduan akurat
akurat kepegawaian g pelayanan
dan layanan Hukum kepegawaia
kepegawaian danSD ntepat
yang tidak M waktu
akurat danakurat
13 | Persentase Penegakan Mekanisme sda 1) Tidak internal 1) Sekretaria Kartu kendali Mekanisme Kepatuha
Penegakkan disiplin pengawasan adanyaSOP Inkonsistens | t KPU rekapitulasi pengawasan ndan
Disiplin pegawai tidak disiplinpegawai pengawasan ipenegaka | Kab/Kota kehadiran disiplinpegawai Hukum
Pegawai dilaksanaka tidak berjalan dan evaluasi ndisiplin Sulut pegawali tidak berjalan
n kepatuhan pegawai; 2) bulanan
pegawai Pelanggara
terhadap n disiplin
ketentuan pegawai
tentang disiplin tidak
pegawai. 2) ditangani
Kartu kendali sejak level
rekapitulasi pelanggaran
kehadiran ringan (nanti
pegawai tidak terindentifik
dibahas dan asi ketika
diakumulasi level hukdis
setiap telah
pertambahan meningkat
bulan dalam pada hukdis
setahun masa sedang
kerja. 3) atauberat
Peraturan

tentang disiplin

pegawai belum

dipahami
dengan baik

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




14 | Persentase Seleksi Mekanisme sda Tidak internal pelaksanaan | Sekretaria Rapat Mekanisme Operasional
Pegawai yang pegawai tidak masihkurang dilaksanakan seleksi t KPU persiapan masihkurang
Terseleksi terlaksana transparan internalisasi tidak Kab/Kota seleksi transparan
Secara secara peraturan transparan | Sulut
Transparan transparan seleksi dan rentan
danAkuntabel | danakuntabe protes

I

15| Persentase Seleksi Peraturan sda Tidak internal pelaksanaan | Sekretaria Pencetaka Peraturan Hukum
Pegawai Pegawai tentangseleksi dilaksanaka seleksi t KPU nperaturan tentangseleksi
Pemerintah Non | Pemerintah PPNPN belum n tidak Kab/Kota seleksiPPP PPNPN belum
Pegawai Negeri Non Pegawai dipahami secara internalisasi sesuai Sulut K dipahami
(PPNPN) yang Negeri utuh peraturan peraturan secara utuh
diseleksi (PPNPN) seleksi PPPK
melalui belum dan tidak
Peraturan sesuai dibuatkan
PerundangUnd Peraturan SOP
angan Perundang

-Undangan

16 | Persentase Seleksi Tahapan seleksi sda Perencanaan |internal Fasilita Timsel, Bimtek dan Tahapan seleksi Hukum
Anggota KPU | anggota tidak kegiatan S Sekretaria Rakor tidak dan
Kabupaten/Kota KPU dilaksanakan seleksitidak iseleksi t Timsel dilaksanakan Kepatuhan
yang diseleksi Kabupaten/Ko | dengan akurat. anggot Timsel, dengan dengan
sesuai dengan | tatidak sesuai | konsisten Dukungan aKPU KPU RI sekretariat konsisten
periode masa dengan administrasi Kabupaten/
jabatan periode masa terhadap Timsel Kota

jabatan tidak maksimal terhambat
(terlambat)

17 | Persentase Proses PAW Adanya masalah sda Kewenangan |internal Kekosonga | KPU, KPU| Koordinasi Adanya Hukum dan
Fasilitasi Anggota KPU pada calon PAW berada nposisi Prov dan dengan masalahpada Kepatuha
JumlahAnggota | Kab/Kota pengganti antar dikKPU RI, satu atau Kab/Kot BiroSDM calon n
KPU Kab/Kota | tidaksesuai waktu yang tidak Tidak adanya lebih aybs pengganti antar
yang denganperiode diselesaikan standarwaktu komisioner waktu yang
dilakukan masa jabatan | dengansegera proses PAW yang tidak
penggantian PAW berdampak diselesaikan
antarwaktu pada kinerja dengan segera
yangdiseleksi lembaga
sesuai dengan
periode masa
jabatan
dan PAW
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18 | Persentase Tidak semua Operator tidak sda Kurang Internal | C Pelayanan | PNS Ada Kartu Operator tidak Kepatuha
Pegawai yang pegawai mengupdate Pengawasan Kepegawaia Kendali mengupdate ndan
Tercatat datanya Data dari Kasubbag n terhambat Kepegawaian Data Operasional
secaraakurat tercatat Kepegawaian SDM ke (Rekap Kepegawaian
dalam Data secaraakurat secara berkala Operator, Data, secara berkala
Base dalam data BebanKerja Kenpa)

Kepegawaia base Operator

n berbasis kepegawaia Berlebihan,

teknologi nberbasis Tidak ada

informasi teknologi SOPyang
informasi jelas

19 | Jumlah Tidak tidak adanya SOP sda belum ada Internal | C Pelayanan | Pegaw Kartu tidak adanya Operasional
Rancangan adanya diBidang Rancangan Kepegawali ai Kendali SOPdi Bidang
Kebijakan rancangan Kepegawaian yang kebijakan an belum Sekretaria Kepegawaian Kepegawaian
Bidang kebijakan menjadi panduan SOP sehingga berjalan t KPU yang menjadi
Kepegawaian (SOP) di pelayanan tidak berjalan dengan Prov. panduan

bidang kepegawaian yang denganbaik baik Sul pelayanan
kepegawaian tepat dan akurat ut kepegawaian yang
tepat dan akurat

20 | Persentase Jabatan belum sda Implementasi di internal | C Target Pegaw Mengikuti belum Operasional
Pengisian fungsional dilaksanakan KPU kinerja ai SuratEdaran dilaksanakan
Formasi tatakelola Pelantikan dan Kab/Kota tidak Sekretaria dan Dinas Pelantikan dan
Jabatan pemilu tidak Pengambilan masih tercapai t KPU dariKPURI Pengambilan
Fungsional terisi Sumpah/Janji menunggu Prov. Sumpah/Janji
TataKelola Jabatan petunjuk KPU Sul Jabatan
Pemilu (JF Fungsional Tata RI ut Fungsional Tata
PKP) Kelola Pemilu Kelola Pemilu

21| Persentase Badan Tahapan sda KPU Internal | C Pemilu KPU Melaksanaka Tahapan Kepatuhan
badan adhoc adhoc Badanadhoc Kabupaten/Kota Serentak Kabupate nBimtek Badanadhoc
yang dibentuk terlambat oleh KPU tidak memahami belum bisa | n/Kota Rekrutmen oleh KPU
dan di dibentuk Kab/Kota alur tahapan dilaksanakan Badan Ad Kab/Kota
evaluasi terhambat dan dengan baik Hoc terhambat

perencanaannya karena
tidak detail belum
terbentukny
abada
n
adhoc
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22 | Persentase Pertanggungja Kurang Pengelol Peraturan cepat |internal Adanya KPU Bimtek Kurang Kepatuha
penyelesaian | waban dipahaminya a berubah dan temuan Kab/Kota | Pengelolaan dipahaminy ndan
pertanggungja keuangan peraturan Keuanga tidak ada waktu hasilaudit Keuangan a Hukum
waban belum pengelolaa n melakukan peraturan
penggunaan sesuai nanggaran pembahasan pengelolaan
anggaran ketentuan pengelolaan anggaran
sesuai keuangan
ketentuan oleh sesuai
KPU Kab/Kota peraturanyang

baru

23| Jumlah Laporan Keterlambata Kabag Data internal Nilai Sekretaria Melakukan Keterlambata Kepatuhan
laporansistem | sistem n KUL/Kasuba dukung akuntabilita t KPU monitoring n
akuntansi dan akuntasi dan | penginputan g terlambat s Kab/Kota kepada KPU penginputan
pelaporan pelaporan dataLPPA Keuangan dikumpul pengelolaan | Sulut Kabupaten dataLPPA
keuangan yang | keuangan keuangan Kota
diselesaikan tidaktepat berkurang
tepat waktu waktu
olehKPU
Kab/Kota

24 | Jumlah Laporan Keterlambata Kabag Data internal Nilai Sekretaria Melakukan Keterlambata Kepatuhan
Laporan Pertanggungja n KUL/Kasuba dukung akuntabilita t KPU monitoring n
Pertanggungjaw | waban penginputan g terlambat s Kab/Kota kepada KPU penginputan
aban penggunaa data Keuangan dikumpul pengelolaan | Sulut Kabupaten data
Penggunaan nanggaran keuangan Kota
Anggaran berkurang
berbasis aplikasi
yang Tepat
Waktu dan
Valid

25| Persentase BMN belum Belum adanya Kabag Proses Verifikasi | Internal Proses KPU Melakukan Belum adanya Operasional
Barang Milik dikelolah Keputusan KUL/ atas Pengahapu Kab/Kota/ | Indentifikasi Keputusan
Negara (BMN) sesuai Sekretaris Jenderal Kasubag Pengusulan san BMN KPU BMNdan Sekretaris
yang dikelola dengan tentang Penetapan Umum dan Penetapan yang Kabupate mengusulkan Jenderaltentang
KPU Kab/Kota perundang- Status Logistik Status Rusak/Hila | n/Kota kembali Penetapan Status
sesuai dengan undangan Penggunaan Penggunaan ng/tidak Penetapan Penggunaan
peraturan Barang Milik BMN oleh ditemukan Status Barang Milik
perundang- NegaraKPU KPU yang ,kurang Penggunaan Negara KPU
undangan KABUPATEN cukup lama maksimal BMN ke KPU KABUPATEN
yang berlaku BOLAANG RI BOLAANG

MONGONODW MONGONODW
SELATAN SELATAN

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI
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PETA
RISIKO

Unit Pemilik Risiko :

KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONODW SELATAN

Periode Penerapan : | 2022
Kemungkinan Dampak Tingkat| Profil
" | sisaResiko Alasan Risiko | Risiko
Uraian Nilai Uraian | Nilai
1 | Tidak adanya Kemungkina 3 Anggaran di Sedang 3 9
anggaran nSedang/ masaCovid
untukprogram Moderat yang terbatas
riset
kepemiluan di
tingkat
KPU
Kab/Kota
2 | Pengetahua Kemungkina 3 Belum semua Sedang 3 9
nterkait n pegawai mengikuti
bidang Sedang/Moderat Bimtek/Diklat
penugasan terkait
masih penugasannya,
belum adanya
merata perkembangan
kebutuhan
kompetensi
teknisseiring
dengan
perkembangan
teknologi
informasiserta
adanya
mutasi ke
bagianlainny
a
3 | Pemeliharaa Sangat 1 1) Tidak Sedang 3 3
nsarana dan Kecil/Jarang adanya
prasarana dokumen
kebutuhan SOP
kerjapegawai mekanisme
tidak pemeliharaan
konsisten sarana dan
dilakukan prasarana; 2)
Keterbatasan
anggaran
4 | Target kinerja Kemungkina 3 Tidak adanya Sedang 3 9
dalam Renstra n sosialisasi/Internal
tidak dipahami Sedang/Moderat isasi Renstra
secara termasuk
menyeluruh, indikator-indikator
dan Perjanjian kinerja baik
Kinerja hanya Indikator Kinerja
sekedar Utama (IKU) Key
ditandatangani Performance
tanpa adanya Indicator
evaluasi maupunlindikator
berkala Kinerja Kegiatan
terhadap upaya (IKK)
mencapai
sasara
n
kinerja.
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Masih ada Kemungkina 4 1) Besar 4 16
ketidakpatuhan n Kesalahpahama
terhadap Sedang/Moderat nterhadap
mekanisme regulasi keuangan
pengelolaan 2) Tidak adanya
dan SOP
pertanggungjaw pengelolaan
aban keuangan 3)
keuangan Kartukendali
keuangan belum
terlalu detail

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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6 | 8area Kemungkina 3 Internalisasi, Sedang 9
perubahan n Perencanaan,
dan Sedang/Moderat Koordinasi dan
komponen Evaluasi
penilaian pelaksanaan
dalamevaluas program reformasi
iReformasi birokrasi tidak
Birokrasi belum berjalan secara
dilaksanakan kontinyu
secara
konsisten
danmerata

7 | Manajemen Kemungkina 3 1) SDM PPDP, Besar 12
program n PPS dan PPK
tahapan Sedang/Moderat yangtidak
pemutakhiran melaksanakan
pemilih tidak tugas sesuai
berjalan kerangka waktu; 2)
denganbaik Adanya masalah

yang tidak dapat
diselesaikan oleh
PPDP, PPS dan
PPK

8 | Inisiatif Kemungkinan Kecil 2 Tidak dilakukan Sedang 6
kerjasama inventarisasi dan
dengan pemetaan
instansiterkait terhadapinstansi
rendah mana sajayang

perlu dilakukan
kerjasama

9 | Satker hanya Kemungkina 3 Tidak dilakukan Sedang 9
berharap revisi n evaluasi
tingkat eselon Sedang/Moderat terhadaprealisasi
I/KPU RI dan anggarandan
tidak kebutihan
memaksimalkan anggaran untuk
kewenanga kinerja kegiatan
nrevisi oleh lainnya
Satker/KPA

10 | KPU Kabupaten Kemungkina 3 Tidak Sedang 9
Kota belum n diprogramkannya
konsisten Sedang/Moderat pelaporan monev
menyusun dan program anggaran
melaporkan dalam RPR
laporan monev sehingga
program dan mekanisme kontrol
anggaran atau

mengingatkan
terkait waktu
pelaporan
tidakberjalan

11 | Sasaran Kemungkina 3 Tidak adanya Sedang 9
kinerjatidak n sosialisasi dan
tersosialisasi Sedang/Moderat pembahasan
dengan baik sasaran kinerja
sehingga danperjanjian
kegiatan untuk kinerja serta
mencapai evaluasi secara
indikator berkala
kinerjayang terhadap
ditetapkan capaian kinerja

tidak maksimal
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12

Pelayanan
kepegawaian
tidak sesuai
mekanisme
danstandar
layanan

Kemungkina
n
Sedang/Moderat

3 Tidak adanya
SOP pelayanan
kepegawaian
yangmenjadi
panduan
pelayanan
kepegawaian tepat
waktu dan akurat

Sedang
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sedang

13 | Mekanisme Kemungkinan Kecil 1) Tidak adanya Sedang
pengawasan SOP pengawasan
disiplin pegawai dan evaluasi
tidak berjalan kepatuhan pegawai
terhadap
ketentuantentang
disiplin pegawai.
2) Kartu kendali
rekapitulasi
kehadiran pegawai
tidak dibahas dan
diakumulasi setiap
pertambahan
bulandalam
setahun masa
kerja. 3) PP dan
Peraturan kepala
BKN tentang
disiplin pegawai
belum dipahami
dengan baik
14 | Mekanism Kemungkinan Tidak Sedang
emasih sangat dilaksanakan
kurang kecil internalisasi
transparan peraturan
seleksi
15 | Peraturan Kemungkinan Kecil Tidak Kecil
tentang dilaksanakan
seleksi internalisasi
PPNPN belum peraturan
dipahami seleksiPPPK
secara utuh dan tidak
dibuatkan
SOP
16 | Tahapan Kemungkina Perencanaan Sedang
seleksi n kegiatan
tidak Sedang/Moderat seleksitidak
dilaksanakan akurat.
dengan Dukungan
konsisten administrasi
terhadap Timsel
tidak maksimal
17 | Adanya Kemungkinan Kewenangan Sedang
masalah pada Sedang/Modera PAW berada di
calon t KPU RI; Tidak
pengganti adanya standar
antar waktu waktu proses
yang tidak PAW
diselesaikan
dengan segera
18 | Operator tidak Kemungkina Kurang Sedang
mengupdate n Pengawasan
Data Sedang/Moderat dari Kasubbag
Kepegawaia SDM ke
n secara Operator,
berkala BebanKerja
Operator
Berlebihan,
Tidakada SOP
yang jelas
19 | tidak adanya Kemungkina belum ada Sedang
SOP di n Rancangan
Bidang Sedang/Moderat kebijakan
Kepegawaia SOPsehingga
n yang tidak
menjadi
panduan
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pelayanan
kepegawaia
nyang tepat
danakurat

berjalan
denganbaik
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20 | belum Kemungkinan 1 Implementasi di Kecil 2
dilaksanakan sangat KPU Kab/Kota
Pelantikan dan kecil masih
Pengambilan menunggu
Sumpah/Janiji petunjuk KPU
Jabatan RI
Fungsional
TataKelola
Pemilu
21 | Tahapan Kemungkina 3 KPU Besar 12
Badanadhoc n Kabupaten/Kot
oleh KPU Sedang/Moderat a tidak
Kab/Kota memahami alur
terhambat tahapan
da
n
perencanaannya
tidak detail
22 | Kurang Kemungkina 3 Peraturan cepat Besar 12
dipahaminy n berubah dan
a Sedang/Moderat tidakada waktu
peraturan melakukan
pengelolaan pembahasan
anggaran pengelolaan
keuangan
sesuai
peraturan yang
baru
23 | Keterlambata Kemungkina 3 Data Sedang 9
n n dukung
penginputa Sedang/Moderat terlambat
ndata LPPA dikumpul
24 | Keterlambata Kemungkinan 1 Data Sedang 3
n sangat dukung
penginputa kecil terlambat
ndata dikumpul
25 | Belum adanya Kemungkinan Kecil 2 Proses Verifikasi Tidak 2
Keputusan atas Signifik
Sekretaris Pengusulan an
Jenderal Penetapan
tentang Status
Penetapan Penggunaan
Status BMNoleh KPU
Penggunaan yang cukup
Barang Milik lama
Negara KPU
Kab/Kota
Sulawesi
Utara
26 | Pemahaman Kemungkina 3 PKPU tentang Sedang 9
terhadap n pengelolaan arsip
PKPU Sedang/Moderat belum
Kearsipan terinternalisasi
sebagai acuan
untuk
menyusun
Keputusan
tentang
kearsipan
masih kurang
27 | Belum adanya Kemungkina 3 Terbatasnya SDM Tidak 3
pengklasifikasia nSedang/ serta belum adanya | Signifik
n arsip Moderat tenaga Arsiparis an
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28

Sarana
transportasi
masih kurang,
sementara
itubeberapa
sarana
transportasi
tidak
berfungsi
dengan baik

Kemungkinan Kecil

2 Alokasi
AnggaranMasih
Kurang

Sedang
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Sedang

29 | Terjadinya Kemungkinan Kecil 2 Alokasi anggaran Kecil 4
kerusaka serta belum adanya
nfasilitas kepemilikan tanah
perkantora dan bangunan
n sendiri
30 | Terjadinya Kemungkinan 2 Status Tidak 2
kerusakan Sangat kepemilikan Signifik
bagian Kecil Gedung dan an
gedung. Gudang
Gudang yangmasih
masihdalam di
statussewa sewa/pinjam
31 | Tidak adanya Kemungkina 3 Staf belum belum Sedang 9
staf yang nSedang/ terlatih membuat
ditugaskan Moderat notulensi
untuk
mencatat
notula dan
mendokumenta
sikan RPR
32 | Kurangny Kemungkina 3 Tidak Besar 12
a nSedang/ adanya
koordinasi Moderat identifikasi
dan potensi
antisipasi gangguan
gangguan keamanan
keamanan
Tahapan
Pemilu/
Pemilihan
33 | Penangana Kemungkinan Kecil 2 SDM kurang Sedang 6
n memahami
Pengadua SOP
ntidak Penanganan
berjalan Pengaduan
dengan Masyarakat
baik
34 | Tidak Kemungkina 3 Kurangnya Besar 12
Berjalannya nSedang/ Kesadaran dan
tindak lanjut Moderat rasa tanggung
Rekomendas jawab atas
iBPK dan rekomendasi yang
APIP akan ditindak
lanjuti
35| 1) belum Kemungkina 3 Kurangnya Sedang 9
optimal dalam n Pengawasan
pelaksanaa Sedang/Moderat terhadap
n SPIP di pelaksanaan
satker. SPIP
2) Operator
terlambat
mengupdate
Data
36 | Tidak Kemungkinan Kecil 2 Evaluasi rutin Sedang 6
dilakukan terhadap
evaluasi pelaksanaan
secara kegiatan
berkala sesuai
terhadap Perjanjian
capaian Kinerja
indikator kinerja tidak teragendakan

Sedang
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37

Tidak ada
identifikasi
kebutuhan
kompetensi
SDM dan
program serta
anggaran
peningkata
n
kompetensi
terbatas

Kemungkinan
Sangat
Kecil

1 Program
Peningkatan
Kompetensi
SDMbergantung
padaprogram
KPU RI

Sedang
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38 | PNS tidak Kemungkina Jadwal Kecil 6 Sedang
fokuspada n tahapan
penyelesaian Sedang/Moderat pemilu/
studi. pemilihanyang
Konsentrasinya padat
terpecah
dengan
perhatian
terhadap
kerja,apalagi
disaat
tahapan
39 | Rencana Kemungkina Tugas Tim Sedang 9
aksi n Reformasi Birokrasi
reformasi Sedang/Moderat kurang dipahami
birokrasi
tidak
tersusun
dengan baik
40 | Tidak tertata Kemungkina Keterbatasan Sanga 3
anggaran n anggaran t
untuk Sedang/Moderat kecil
pelaksanaa
nriset dan
penerbitan
jurnal
kepemiluan
41 | SOP belum Kemungkina SDM kurang Kecil 6 Sedang
berjalan n memahami
denganbaik Sedang/Moderat SOP
42 | Prinsip - Kemungkinan Kecil Regulasi Sedang 6 Sedang
prinsip Pengelolaan
pengelolaan Logistik kurang
logistik relevan
Pemilu/Pemiliha dengan
n belum kondisi
maksimal |apangan
43 | Adanya Kemungkina Tidak ada Besar 12
hambatan n identifikasi faktor
terhadap Sedang/Moderat yang berpotensi
pelaksanaan menghambat
tahapan pelaksanaan
tahapan,
sehinggatidak
ada langkah
antisipasi
44 | produk hukum Kemungkina SDM kurang Kecil 6 Sedang
yang n memahami
dihasilkan Sedang/Moderat penyusunan
belum sesuai produkhukum
45 | SOP Kemungkina kurangnya Kecil 6 Sedang
Pengunggaha n koordinasi antar
n produk Sedang/Moderat bagian dalam
hukumtidak penyajian
disosialisasikan ProdukHukum
46 | Terjadinya Kemungkina Regulasi yang Besar 12
kesalaha nSedang/ tidakdipahami
n Moderat betul oleh
distribus penyelenggara
ilogistik Pemilu/Pemilihan,

serta keterbatasan
Penyedia
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47 | Belum Kemungkina Kerjasama antara Sedang
maksimalnya nSedang/ KPU Kabupaten
kerjasama Moderat Kota dan
antara KPU Dukcapil tidak
danDukcapil maksimal
menyebabkan
KPU Kab Kota
kesulitan untuk
mendapatkandata
Pemilih Pemula
terutama yg
sudahmerekam
KTP el
48 | Tidak adanya Kemungkina Keterbatasan Sedang
sistem nSedang/ SDMuntuk
perlindungan Moderat menciptakan
Teknologi sistem
Informasi perlindungan
yang aplikasi
memadai
49 | Sarana Kemingkinan kecil Anggaran untuk Sedang
dan menyediakan
Prasarana sarana dan
dikKPU prasarana
Kab/Kota terbatas
yang
belum
memadai

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI
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INDIKATOR
RESIKO

Unit Pemilik Risiko

Periode Penerapan 2022

Tidak adanya anggaran untuk

program riset kepemiluan 30
ditingkat KPU

Kab/Kota

Pengetahuan terkait bidang
penugasan masih 31
belummerata

Pemeliharaan sarana
danprasarana kebutuhan
kerjapegawai tidak
konsisten dilakukan

Target kinerja dalam Renstra

tidak dipahami secara

menyeluruh, dan Perjanjian

Kinerja hanya sekedar 29
ditandatangani tanpa adanya

evaluasi berkala terhadap

upaya mencapai sasaran

kinerja.

Masih ada ketidakpatuhan

terhadap mekanisme

pengelolaan dan 1
pertanggungjawaban

keuangan

8 area perubahan dan

komponen penilaian

dalamevaluasi Reformasi 28
Birokrasibelum

dilaksanakan

secarakonsisten

danmerata

Manajemen program tahapan
pemutakhiran pemilih tidak
berjalan dengan baik

Inisiatif kerjasama
denganinstansi 6 49
terkaitrendah

Satker hanya berharap

revisitingkat eselon I/KPU RI

dan tidak memaksimalkan 22
kewenangan revisi oleh

Satker/KPA

10

KPU Kabupaten Kota belum

konsisten menyusun dan 21
melaporkan laporan monev

program dan anggaran

Adanya minimal 1
kegiatanrisetkepemiluan

- KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONODW SELATAN

100%

Persentase pegawai yang mengikuti
diklat/bimtek sesuai
bidangpenugasanny

a

90%

Persentase pegawai yang mengikuti
sosialisasi/internalisasi
Renstra

75%

Persentase SOP dan Kkartu
kendali pengelolaan keuangan
yang disusun dan
disosialisasikan

100%

Persentase rencana aksi
reformasibirokrasi yang
direalisasikan

90%

Persentase KPU Kabupaten/Kota
yang melaksanakan pemutahiran
data pemilih berkelanjutan sesuai
dengan regulasi

100%

Persentase Satker yang melakukan
kerjasama melalui Nota
Kesepahaman atau Perjanjian Kerja
Sama (PKS) dalam rangka
penguatankelembagaan
demokrasi

90%

Persentase Satker yang melakukan
revisi DIPA

90%

Persentase KPU
Kabupaten/Kotayang
menyusun dan melaporkan
laporan Monev program dan
anggaran secara berkala

90%

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




11

Sasaran kinerja tidak
tersosialisasi dengan
baiksehingga kegiatan
untuk mencapai
indikator kinerjayang
ditetapkan

tidak maksimal

12

Pelayanan kepegawaian
tidaksesuai mekanisme
dan standar layanan

- 025 -

secara tepat waktu dan akurat

Persentase Satker yang 90%
mensosialisasikan sasaran

kinerja

Persentase pegawai yang

mendapatkan layanan kepegawaian 90%

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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13

Mekanisme
pengawasandisiplin
pegawai tidak
berjalan

14

Mekanisme masih kurang
transparan

15

Peraturan tentang
seleksi PPNPN  belum
dipahami secara utuh

16

Tahapan seleksi tidak
dilaksanakan dengan
konsisten

17

Adanya masalah pada calon
pengganti antar waktu yang
tidak diselesaikan dengan
segera

18

Operator tidak mengupdate
Data Kepegawaian secara
berkala

19

tidak adanya SOP di
BidangKepegawaian yang
menjadi panduan
pelayanan kepegawaian
yang tepat danakurat

20

belum dilaksanakan
Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan
Fungsional Tata Kelola
Pemilu

21

Tahapan Badan adhoc
olehKPU Kab/Kota
terhambat

22

Kurang
dipahaminya
peraturanpengelolaan
anggaran

23

Keterlambatan penginputan
data LPPA

24

Keterlambatan
penginputandat
a

25

Belum adanya Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang
Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik
Negara KPU Kab/Kota
SulawesiUtara

26

Pemahaman terhadap PKPU
Kearsipan sebagai acuan
untuk menyusun
Keputusantentang
kearsipan masih kurang

27

Belum adanya
pengklasifikasia
narsip

28

Sarana transportasi masih
kurang, sementara itu
beberapa sarana
transportasitidak berfungsi
dengan baik

Persentase Monitoring dan Evaluasi
Penegakkan Disiplin Pegawai

60%

Jumlah Rancangan Kebijakan
BidangKepegawaian

90%

Persentase KPU Kabupaten
Kotayang melaksanakan
rekrutmen badanad hoc tepat
waktu

100%

Persentase pengelola keuangan
yangmengikuti Bimtek
Pengelolaan Keuangan

90%

Persentase Satker yang
menginputdata LPPA tepat
waktu

100%

Persentase KPU Kab/Kota
yangmelakukan internalisasi
PKPU Kearsipan

75%

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




Terjadinya kerusakan

29 X
fasilitas perkantoran
Pengelolaan logistik khusunya
30 | penghapusan logistik eks

Pemilu / Pemilihan
terhambat

Persentase KPU Kab/Kota yang
35 8 melakukan penghapusan logistik 90%
tepat waktu

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO LEVEL

AKTIVITAS

Unit Pemilik Risiko

: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONODW SELATAN

Periode Penerapan . 2022
. - . Indikator
Indikator Risiko Pgngi;;- Kegiat_an Pengendalia Penangg Cad
o 5 anan Pengendalian n = ung I-?isik
Z|  Indikasi Jae Output | Target E Jawab R
Aman .fg (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Persentase 100% | Tindaka Menyusun dan | Dokumen 1 paket | tahu Kasubag
SOP dan kartu nsegera mensosialisasi | SOP dok nan Keuangan
kendali dalam kan SOP dan | dan
pengelolaan mengelol Kartu Kendali laporan
keuangan arisiko Pengelolaan sosialisas
yang disusun (unaccept- | dan iSOP;
dan able) Pertanggungjaw | Dok
disosialisasika aban Kartu
n Keuangan kendali
2 | Persentase 90% | Tindakan Melaksanaka Laporan 1 dok tahu Kasubag
pengelola dalam n pelaksana nan Keuangan
keuangan mengelol Bimtek/Diklat an dan
yang arisiko pengelolaan evaluasi
mengikuti (isue) keuangan Bimtek
Bimtek kepada
Pengelolaan seluruh
Keuangan pengelola
keuangan
3 | Persentase 100% | sda Melakukan dokumen 12 dok | bula Kasubag
rekomendasi monitoring tindak nan Keuangan
BPKdan APIP tindak lanjut lanjut
yang rekomenda
ditindaklanjuti SiBPK dan
APIP
4 | Persentase 100% | sda Melaksanakan Dokumen 15dok | Seti Kasuba
Satker KPU Bimtek tasi ap gUmum
Kabupaten/Kota Pengadaan koordinas tahap | dan
yang mengikuti Logistik untuk i an Logistik
Bimtek mencegah
pengadaan kesalahan
logistik Pemilu dalam proses
pengadaan
5 | Persentase 80% | sda Identifikasi Dokume 1 paket| Tahu | Semu
tahapan yang potensi masalah | nhasil nan a
dilakukan yang dapat identifikasi Suba
identifikasi menghambat potensi g
potensimasalah tahapan masalah/
yang dapat pemilu/pemilih Daftar
menghambat an dan Inventarisa
tahapan merumuskan si
langkah Masalah
pencegahan/pre
ventif
6 | Persentase 100% | sda Menyusun Laporan 1 paket | tahap | Kasuba
KPUKabupaten format progres laporan | an g
Kotayang pelaporan dan kegiatan Hukum
melaksanaka meminta laporan | rekrutmen dan
nrekrutmen berkala proses | badan SDM
badan rekrutmen adhoc
ad hoc tepat badan ad hoc
waktu

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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Persentase staf
yang terlibat
dalam Helpdesk
pelayanan
calonpeserta
pemilu,

100%

sda

Menempatka
nSDM yang
memiliki
kompetensi
pada
helpdesk
fasilitasi

Laporan
Bimtek
Petugas
Helpdes
k
Pelayana
n

1 dok

tahap
an

Kasubag
Teknis
dan
Hupmas
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yang pelayanan Peserta
mengikuti peserta Pemilu
Bimtek pemilumelalui
bimtek
8 | Persentase 80% | sda Melakukan Dokumen 1 paket | Sebe | Kasubag
Pedoman penyusunan SOP X 6 lum Teknis
Teknis pedoman suba Tah dan
Pilkada/Pemiliha teknis g a Hupmas
ndan SOP dan/atau pan
Pemilu/Pemilihan SOPsetiap
yang disusun tahapan
9 | Persentase KPU 100% | sda Menyusun Dokumen 1dok x| tahu Kasuba
Kabupaten/Kota SOP SOP KPU 12 nan g Data
yang Pemutakhira | Kab/Kota | Satker dan
melaksanakan nData Pemilih Informasi
pemutahiran Berkelanjuta
datapemilih nuntuk
berkelanjutan menjaga
sesuai dengan proses
regulasi sesuai
regulasi
10 | Persentase 100% | sda Koordinasi Laporan 16 bulan | Kasuba
Satker yang pelaksanaan hasil satker | an di | gUmum
melaksanakan tahapan dengan | koordinas mas | dan
koordinasi pihak i a Logistik
denganpihak keamanan tahap
keamanan an
11 | Persentase 100% | sda Menyusun Dokumen 15dok | Tah Kasuba
KPUKab/Kota SOP dan SOP a gUmum
yang formulir cek dan pan
melakukan list untuk formulir dan
pengecekan dan pengecekan dan| cek list Logistik
sortir ketepatan sortir ketepatan
jenis dan jumlah jenis dan jumlah
logistik tepat logistik
waktu sebelum
dilakukan
pengepakan dan
pendistribusian
12 | Persentase 100% | sda Pengecekan Formuli 15dok | Tah Kasuba
KPUKab/Kota ketepatan rcek list a gUmum
yang jenis pan
melakukan sesuai daerah dan
pengecekan jenis tujuan Logistik
logistik sesuai distribusi
daerah
tujuan
distribusi,
sebelum
distribusi
dilaksanakan
13 | Persentase 100% | sda Mengingatka Laporan 16 bula Kasubag
Satker yang ndan Monev Satker | nan Keuangan
menginput data melakukan penginputa | x 1 dok
LPPA tepat monitoring n data
waktu pelaporan
LPPA
sebelum laporan
deadline keuangan
14 | Persentas 100% | sda Melakuka Dokume 16 bula | Kasubag
e Satker n n satker | nan Hukum
yang mekanism Rekapitula
e
melaksanakan monitoring Si dan SDM
pembahasan pelaksanaa pengiriman
dan n
pelaporan kartu SPIP kartu
kendali SPIP kendali
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15 | Persentas 100% | sda Rakor Laporan 1 dok Tah Kasuba
etahapan dengan Rakor a gTeknis
peserta pan
pemilu
dimana atau stakeholder Penyelngg
dilaksanakan
Rakor dengan
peserta pemilu/ araan
pemilihan atau Pemilu

stakeholder
terkait
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16 | Persentase 100% | sda Melaksanaka Lapora 1 paket | Tah Kasubag
KPU Kab/Kota n n a Teknis
yang Bimtek/Rakor/S Pelaksan pan dan
mengikuti osialisasi aan Hupmas
Bimtek/Rakor/So Pelaksanaan
s ialisasi Tahapan dan
Tahapan dan Pedoman
Petunjuk/Pedoma Teknis
n Teknis kepada KPU

Kab/Kota

17 | Persentase 100% | sda Mematangka Dokume 15dok | Tahu | Kasuba
KPUKab/Kota nproses n nan gUmum
yang perencan

a
melakukan perencanaan, | an logistik dan
identifikasi dan Logistik
pengelolaan
kebutuhan logistik
logistikdan
estimasi
anggaran serta
dilakukan reviu
oleh KPU atau
KPU Kab/Kota

18 | Persentase 100% | sda Melakukan Dokumen 15dok | bula Kasuba
KPUKab/Kota koordinasi laporan nan g Data
yang rutin rutindalam hasil dan
berkoordinasi rangka koordinas Informasi
dengan pemutahiran i
Disdukcapil data pemilih

dengan
Disdukcapil

19 | Persentase 100% | sda Menyusun Dokume 15dok | Tahu | Kasuba
KPUKab/Kota standar nSOP nan gData
yang dan dan
melaksanakan keamanan kartu Informasi
SOP perlindungan teknologi kendali
teknologi informasi dan monitoring
informasi melakukan

monitoring

20 | Persentase 90% | sda Melaksanakan Laporan 1 dok Tahu | Kasubag
KPUKab/Kota Bimtek Bimtek nan Hukum
yang
mendapatkan Penanganan dan SDM
Bimbingan Sengketa
TeknisAdvokas
i
Penanganan
Sengketa

21 | Persentase 90% | sda Pelaporan Laporan 12 dok | bula Kasubag
KPU monev Monev nan Perencana
Kabupaten/Kota realisasi
yang menyusun program program an
dan dan dan
melaporkan anggaran
laporan Monev secara berkala | anggaran
program dan
anggaran secara
berkala

22 | Persentas 90% | sda Melakukan Dokume Minima | sem Kasubag
e Satker optimalisas nrevisi [1dok | e Perencana
yang i DIPA stera
melakukan anggaran setiap | n an
revisiDIPA dengan semes

revisiDIPA ter
untuk

mengakomodir/

memperluas
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jangkauan
kegiatan
23 | Persentas 90% | sda Penyusunan Lapora 16 tahu Kasuba

e  Satker rencana aksi n satker | nan g
yang reformasi rencan Perencan
menyusun birokrasi a aksi aan
rencana aksi RB
reformasi
birokrasi
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24 | Persentase 75% | sda Melakuka Laporan 1 dok tahu Kasuba
KPUKab/Kota n pelaksan nan g
yang internalisas aan Hukum
melakukan iPKPU kegiatan dan
internalisasi Kearsipan internalisa SDM
PKPU si
Kearsipan
25 | Jumlah 90% | sda Menyusun Dokumen 1 paket | tahu Kasuba
Rancangan SOPbidang SOP dok nan g
Kebijakan kepegawaian Hukum
Bidang dan
Kepegawaian SDM
26 | Persentase 90% | sda Sosialisasi Dokumen 16 tahu Kasuba
Satker yang sasaran tasi Satker| nan g
mensosialisasikan kinerjatiap sosialisasi Perencan
sasaran Satker aan
kinerja
27 | Persentase 90% | sda Menyusun dokumen 1 paket | tahu Kasuba
pegawai yang kartu  kendali | kartu dok nan g
mendapatkan layanan kendali Hukum
layanan kepegawaian dan
kepegawaian SDM
secara tepat
waktu dan akurat
28 | Persentase 90% | sda 1) Membentuk | SK 2 SK| | sem Kasuba
rencana Tim Reformasi | Tim 2 LKE | e g
aksi Birokrasi 2) RB, stera | Perencan
reformasi Menyusun SK n aan
birokrasi rencana aksi Rencan
yang RB aAksi
direalisasikan 3) Melakukan | RB,
evaluasi Laporan
capaianRB Evaluas
dengan [
pengisian LKE | Capaia
nRB
29 | Persentase 75% | sda Sosialisasi/inte | Laporan 1 dok tahun| Kasuba
pegawai yang rnalisasi pelaksan an g
mengikuti Renstra aan Perencan
sosialisasifinternal Sosialisas aan
isasi Renstra [
/
internalisa
si Renstra
30 | Adanya minimal 100% | sda Melakukan revisi | Laporan 1 dok tahu Kasuba
lkegiatan riset anggaran/ Hasil nan g
kepemiluan Pengusulan Riset Perencan
program riset ke | Kepemilua aan
KPU RI/ n
Kerjasama
dengan
stakeholder
[riset
mandiri/
riset PNS yg
tugas
belajar
31 | Persentase 90% | sda Melaksanaka Laporan 3 dok tahu Kasuba
pegawai yang n pelaksana nan g
mengikuti Bimtek/Dikla an Hukum
diklat/bimte tterkait Diklat/Bi dan
k sesuai Kompetensi mtek SDM
bidang Penugasan pada3
penugasanny Bagian/bi
a d
ang
penugasa
n
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32

Persentase
RPRyang
memiliki
risalah/notul
a rapat

75%

sda

Penjadwala
nstaf untuk
menyusun
risalah/notula
RPR

Jadwal
penugasa
npetugas
penyusu
nnotula

12 dok

bula
nan

Kasuba
gUmum
dan

Logistik
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33 | Persentase 100% | Diambil KPU Kab/Kota | Tersusunn | 1 paket | tahap | Kasubag
KPU Kabupaten/ tindakan melakukan ya an Teknis
Kotayang jika pemutakhiran | Laporan dan
mengkonsultasika tersedia data wilayah Pemetaan Hupmas
n draft sumberday | dan Dapil dan
penetapanDapil a berkoordinasi | Tersediany

(Supliem | berkala secara | a Data
entary intensif Akurat
Issue) dengan Untuk
pemerintah Penyusun
daerah terkait an Dapil
data pemekaran | Pemilu
wilayah Tahun
administrasi 2024
baru, serta
mengkonsultasik
an draft Dapil
kepada KPU
Kab/Kota

34 | Persentase 90% | sda Melakukan Dokume 1 paket | tahu Kasubag
dokumen analisa nhasil nan Teknis
rencana kebutuhan pada | analisa dan
penyusunan setiap kebutuhan Hupmas
pedomana/desain tahapan
/template

35 | Persentase 90% | sda Menyiapkan Template 15dok | Tahu | Kasuba
KPUKab/Kota template yang berbasi nan gUmum
yang berbasis S dan
melakukan Aplikasi aplikasi Logistik
penghapusan sebagaidata
logistik tepat pendukungdan
waktu sarana

monitoring

36| - sda Sosialisasifinte Laporan 16 tahu Kasuba
rnalisasi Tata pelaksan | satker | nan g
Cara aan Hukum
Penanganan sosialisasili dan
Pengaduan nternalisasi SDM
Masyarakat tata cara

pengaduan

37 | Persentase 100% | sda Evaluasi Laporan 16 sem Kasuba
Satker yang capaian kinerja evaluas satker | e g
melakukan [ stera | Perencan
evaluasi capaia n aan
semesteran n
terhadap kinerja
capaiankinerja
berdasarkan
Renstra, IKU dan
PK

38 | Persentase 80% | sda Pelaporan Laporan 2 dok sem Kasuba
PNS yang progres progres e g
melanjutkanstudi studi studi stera | Hukum
yang n dan
melaporkan SDM
progres studinya

39 | Jumlah Surat 90% | sda Monitoring kartu 1 dok Kasuba
Keputusan kepatuhan kendali g
yangdisusun terhadap kepatuhan Hukum
sesuai SOP terhadap dan
dengan SOP SOP SDM

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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40

Persentase
Badan ad
hocyang
mengikuti
Bimtek
pengelolaan
logistik

100%

sda

Mengoptimalkan
pelaksanaan
bimbingan
teknis
pengelolaan
logistik
Pemilu/Pemiliha
n di tingkat
satker

Laporan

1 dok

Tahu
nan

Kasuba
gUmum
dan

Logistik
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41 | Persentase 90% | sda Mengendalikan Kartu 1 dok bula Kasuba
suratkeputusan penyusunan kendali nan s
yang disusun keputusan kepatuhan Hukum
sesuai sesuai SOP SOP dan
ketentuan dan SDM
SOP
42 | Persentase 90% | sda Penyusunan Dokumen 16 Tahu | Kasuba
Satker yang SOP SOP satker | nan g
menyusun SOP Pengunggahan Hukum
pengunggahan Produk Hukum dan
produk hukum ke dilaman JDIH SDM
dalam JDIH
dan
mensosialisasikan
nya
43 | Persentase 100% | sda Melakukan Proses 1 paket | tahu | Kasubag
KPUKab/Kota langkah-langkah | Pengusul nan Teknis
yang koordinatif an dan
mengikuti terjadwal segera | Calon Hupmas
Bimtek setelah PAW
Pelaksanaan menerima Surat | Tepat
PAW Pemberitahua | wakt
ndari DPRD u
Kab/Kota
44 | Adanya 80% | sda Melakukan Dokumen 1 paket | Tahu | Kasubag
optimalisasi optimalisas/revi revisi nan Teknis
anggaran untuk si anggaran anggara dan
memenuhi volume untuk n Hupmas
kegiatan memenuhi
Pendidikan volume
Pemilih yang kegiatan
dibutuhkan pendidikan
pemilih yang
dibutuhkan
45 | Persentase 80% | sda Melakukan Dokumen 1 paket | Tahu | Kasubag
dokumen identifikasi SOP nan Teknis
SOP PPID kebutuhan dan
KPU Sulut SOPPPID Hupmas
yang dan
dibutuhkandan melakukan
tersusun penyusunan
SOP
46 | Persentase sda Melaksanaka Dokumen 1 paket | Tahu | Kasubag
kegiatan nBimtek/In laporan nan Teknis
Bimmtek officetraining dan
kehumasan/ In Hupmas
Oficce training/
Kegiatan
peningkatan
kompetensi
SDMBakohumas
yang
terlaksana
47 | Persentase 100% | sda Pelaporan Laporan 15dok | Tahu | Kasuba
KPU berkala berkala nan gUmum
Kabupaten/Kota informasi dan
yang pengelolaan Logistik
menyajikan logistik dari
informasi KPUKab/Kota
pengelolaan
logistik yang

memadai sesuai
dengan kartu
kendali yang
disusun KPU
Kab/Kota

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel
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48

Persentase
Monitoring
danEvaluasi
Penegakkan
Disiplin
Pegawai

60%

sda

Melakukan
monitoring dan
pengendalia
npenegakan
disiplin
pegawai

Pelaporan
kartu
kendali
hukdis

1 dok

bula
nan

Kasuba

Hukum
dan
SDM

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




- 40 -

Persentase 90% | sda Kerja Dokumen 1dok x| tahu Kasuba
Satker yang sama NK atau 15 nan g
melakukan dengan PKS Satker Perencan
kerjasama stakeholde aan
melaluiNota r
Kesepahaman
atau Perjanjian
Kerja Sama
(PKS) dalam
rangka
penguatan
kelembagaan
demokrasi

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

idih.kpu.go.id/sulut/bolsel




